BAB V

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan no 509/Pid.B/2019/Pn.sim
yaitu menetapkan dan memutuskan bahwa kakek Samirin terbukti
bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau
memungut hasil Perkebunan yang didasarkan pada hukuman bagi
kakek Samirin bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan kakek
Samirin namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan kakek
Samirin, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman
yang dijatunkan terhadap kakek Samirin disamping harus
memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur
subjektif dari pelaku tindak pidana dihubungkan pula dengan tujuan
pemidanaannya sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada kakek
Samirin dalam amar Putusan ini dirasa sudah pantas dan pidana
terhadap kakek Samirin merupakan hal yang represif akibat perbuatan
yang dilakukan kakek Samirin telah melanggar undang-undang, dalam
permasalahan kasus ini, penulis berpendapat bahwasanya perbuatan
yang dilakukan oleh kakek Samirin tidak sesuai dengan penerapan
hukum yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim
dalam perkara ini dan seharusnya kakek Samirin dijerat dengan Pasal
364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena penerapan Pasal 107

huruf d Undang-undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan



tersebut terkesan sangat dipaksakan dan hanya untuk memberatkan
hukuman yang akan diterapkan dalam perkara kakek Samirin karena
dalam Pasal Perkebunan tersebut tidak adanya batasan jumlah yang
dicuri dan sanksinyapun dapat dianggap berat dengan ancaman pidana
pejara selama 4 (empat) tahun ataupun denda sebesar
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

. Penerapan PERMA No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana dalam Putusan No 590/P1D.B/2019/PN.SIM Kakek Samirin
yang akhirnya diperiksa pada tingkat Pengadilan Negeri Simalungun
mengaku memungut getah karet dari PT.Bridgestone. Majelis hakim
dalam Putusannya Nomor 590/Pid.B/2019/PN.Sim menyatakan
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima atas penetapan kakek Samirin
sebagai pelaku tindak pidana pencurian getah rembung. Proses
pemeriksaan menggunakan pemeriksaan biasa, hal ini bertentangan
dengan hal yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada Pasal 2 ayat (2)
PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dikatakan bahwa apabila nilai barang
atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,-(dua juta lima
ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan



acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP
namun dalam kasus kakek Samirin dengan dapat terlihat dengan jelas
bahwa implikasi terhadap penanganan perkara pencurian ringan adalah
tidak diselenggarakannya persidangan dengan pemeriksaan acara cepat
berdasarkan objek perkara yang tidak lebih dari Rp 2.500.000.00,- (dua
juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan kakek Samirin berdasarkan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesuai imbauan
yang termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 02

Tahun 2012,
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